[ SUMATERA BARAT ||

PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat
berjalan efektif, efisien dan bersasaran, perlu disusun dokumen
perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, berdasarkan
ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
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Mengingat . Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 112) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun

1979;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-undang;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional @ Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

13.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2001
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat sebagaimana teks diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2007;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2001,
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2007;

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2001,
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor
Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Provinsi Sumatera Barat.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya
yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka
mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan
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Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana
Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Barat yang selanjutnya disingkat RPJPD Sumatera Barat adalah
dokumen perencanaan untuk priode 20 (dua puluh) tahun.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Sumatera Barat
adalah dokumen perencanaan untuk priode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir priode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

(1) Program Pembangunan Daerah Priode 2005-2025 dilaksanakan
sesuai dengan RPJPD Sumatera Barat.

(2) Rincian dari program pembangunan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah
ini.
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Pasal 3

RPJPD Sumatera Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RPIJMD
Sumatera Barat yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur/Kepala
Daerah.

Pasal 4

(1) RPIPD Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang
memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten/Kota.

(2) RPJPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman dalam  penyusunan RPJM  Daerah
Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD Sumatera Barat.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD Kabupaten/kota.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

(1) RPIPD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan

wajib disesuaikan dengan RPJPD Sumatera Barat ini paling lambat
1 (satu) tahun sejak diundangkan.
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(2) RPIMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan
wajib disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten/Kota yang telah
disesuaikan dengan RPJPD Sumatera Barat paling lambat 6
(enam) bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Juli 2008

GUBERNUR SUMATERA BARAT

—

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 Juli 2008

Drs.H.YOHANNES DAHLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2008
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2005-2025

I. Umum

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Dengan demikian, perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah
pikir yang bersifat visioner, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi
penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Penyusunannya akan
lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki kompentensi
olah pikir dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat sebagai subjek
maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.

Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan
dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua
elemen masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga, organisasi kemasyarakatan
dan organisasi politik.

RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai
karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut
dalam RPJM Daerah. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP
Nasional. Sedangkan periodesasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodesasi
RPIM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara
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bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Selanjutnya dalam pasal 10 dan 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa Kepala
Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah dan RPJP Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2008
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